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PERATURAN BUPATI LAMPUNG SEl.ATAN
 
l'I'OMOR d t TAHUIf 2013
 

TEl'I'TANG
 

PETUlfJUK PELAKSAl'I'AAN PEl'I'DAFTARAl'I', PEl'I'DATAAN DAN PEl'I'Il.A1Al'I'
 
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUNI DAN BANGUIfAl'I' DALAM RANGKA
 

PEMBEl'I'TUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA
 
SISTEN MANAJEMEl'I' ll'I'FORMASI OBJEK PAJAK
 

DEl'I'GAN RAHMAT TUHAl'I' YANG MARA ESA 

BUPATI LAMPUNG SEl.ATAN. 

Menimbang a. babwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan 
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, atas Pajak 
Bumi dan Bangunan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan 
Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek 
Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan 
dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen 
Informasi Objek Pajak; 

b. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan 
Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan 
Dalam Rangka Pembentukan dan /atau Pemeliharaan Basis 
Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tabun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tabun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tabun 1956 tentang Pembentukan Daerab 
Tingkat " termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkati I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
73, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diuhah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tabun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 



Menetapkan 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelo1aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6.	 Pcraturan Bcrsama Menteri Keuangan dengan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai 
Pajak Daerah; 

7.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 694); 

8.	 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; 

9.	 Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP­
881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan Besamya Nilai 
Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Burni dan 
Bangunan untuk Lampung Se1atan; 

10.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Selatan 
Nomor 23); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAI'l PENILAIAN OBJEK DAN 
SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA 
PEMBEI'lTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA 
SISTEM MANAJEMEN II'lFORMASI OBJEK PAJAK. 



BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

3.	 Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

4.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

5.	 Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya diaingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas 
Bumi dan!atau Bangunan yang diwakili, dikuasai dan!atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

6.	 Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan!atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai., dan!atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau badari, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan. 

7.	 Subjek Pajak Bumi dan Bangtman adalah orang pribadi atau 
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan bangunan, dan/ atau merrriliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. 

8.	 Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
Daerah. 

9.	 Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang 
selanjutnya disingkat LSPOP adalah sarana wajib pajak 
untuk memberikan keterangan rind mcngcnai Objek Pajak 
sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 

10.	 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi 
untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan dengan menggunakan bantuan komputer. 



SAHlI
 
BASIS DATA
 

Pasal2 
(1) Pembentukan basis data SISMIOP PBB~P2 dilakukan 

mclalui kegiatan: 

a.	 pendaftaran objek dan subjek PBB~P2; 

b.	 pendataan objek dan subjek PBB~P2; dan 

c.	 penilaian objek dan subjek PBB-P2. 

Pasal3 

(1) Pendaftaran objek PBB~P2 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a dilakukan oleh subjek Pajak atau dengan 
car-a mengisi fonnulir SPOP dan formulir LSPOP. 

(2) Formulir SPOP dan Formulir LSPOP diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan 
pada Dinas, setambat-Iambatnya 30 (tiga pulub) hari setelah 
tanggal diterirnanya formulir SPOP dan fonnulir LSPOP oleh 
Subjek Pajak atau kuasanya. 

(3) FormuIir SPOP dan formulir LSPOP disediakan dan dapat 
diperoleh dengan cuma-cuma pada Dinas atau ditempat lain 
yang ditunjuk. 

Pasal4 

(I)	 Pendataan objek dan subjek PBB~P2 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Dinas 
dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan 
formuIir LSPOP. 

(2)	 Pendataan objek dan subjek PBB~P2 sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I) dapat dilakukan dengan 
alternatife sebagai berikut : 
a.	 penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP ; 

b.	 identifikasi objek pajak; 

c.	 verifikasi data objek pajak; 

d.	 pengukuran bidang objek pajak. 



Pasa15 

(1)	 Penilian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud daJam Pasal 
2 huruf c dilakukan oleh Dinas baik secara massaJ maupun 
secara individual dcngan menggunakan pendekatan 
penilaian yang telah ditentukan. 

(2)	 Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP. 

Pasal6 

Dinas wajib melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 
kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP. 

BAH III 

PEMELIHARAAN BASIS DATA 

Pasal7 

Pemelibaraan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
a.	 pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang 

dilakukan oleh petugas Dinas berdasarkan laporan yang 
diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait 
yang pelaksanaannya sesuai prosedur. 

b.	 aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang 
dilakukan oleh Dinas dengan cara membandingkan dan 
menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada 
dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau 
rnernbandingkan dan rnenyesuaikan nilai jual objek pajak 
dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi dilapangan, 
pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pernbentukan 
basis data. 

Pasal8 

Terhadap Petugas yang rnelakukan kegiatan pendaftaran, 
pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam 
rangka pernbentukan dan/ atatr perneliharaan basis data 
SISMIOP wajib rnerahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 
atau diberitahukan oIeh wajib Pajak. 

Pasa19 

(1)	 DaJam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan 
penilaian objek dan subjek PBB-P2, pembentukan 
dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan oIeh 
Dinas dan dapat bekerja sarna dengan Kantor Pertanahan, 
dan zatau pihak lain yang terkait. 



(2)	 Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam 
rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data 
SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang 
ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas . 

(3)	 Rencana kerja pendataan dan penilaian disusun dalam 
satuan Kota/Kecamatan/Kelurahan/ desa. 

BABIV 
PEMBlAYAAN 

Pasall0 

(1)	 Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian 
objek dan subjek PBB-P2 dapat dibebankan pada sumber 
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau 
surnber dana lain yang sah. 

(2)	 Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber 
pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dan 
Daf'tar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian objek 
akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik dengan 
Keputusan Bupati. 

(3)	 Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuengan 
sebagai pelaksanaan ayat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berpedoman pada Peraturan tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

Pasalll 

(1)	 Pelaksanaan Pendaitaran, Pendataan dan Penilaian Objek 
dan Subjek PBB-P2 dan dalam rangka Pembentukan 
dan/atau pemeliharaan Basis Data SISMIOP dituangkan 
dalam fonnulir SPOP dan formulir LSPOP sebagaimana 
tercantum pada Larnpirari I dan Lampiran 11 Peraturan ini. 

(2)	 Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (I) 
dilengkapi dengan 8tandar Biaya Pendataan dan Penilaian 
Objek dan Subjek PBB-P2 yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BABV 
PENUTUP 

Pasal12 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan iru 

sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 



Pasal13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal J~ \Y1Q' 2013 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

RVCKO +-OZA SZP 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 3...j lV'l(, 2013 
SEKRE1'ARIS DAERAH KABUPAT LAMPUNG SELATAN, 

S NO 
BE~TA DAERAH KAB ATEN LAMPUNG SELATAN TAHUl'I' 2012 NOMOR 
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